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ABSTRAK

- Penclitian skripsi ini berjudul “Kajian Hukum Hak Uji Materil Terhadap Peraturan
- Dacrah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
- Pertambangan Mineral Dan Batubara™. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
ran Daerah Sumatera Selatan Nomor S Tahun 2011 tersebut telah memenuhi
syarat-syarat untuk dapat dibatalkan atau tidak dan untuk mengetahui kajian hukum
terkait hak uji materil terhadap Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun
2011. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum
pormatif yang mana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang
berasal dani studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Adapun kesimpvlan
m penelitian ini, yakni materi muatan yang dinilai bertentangan tersebut sudah

perlu dibatalkan karena telah dicabutnya pergub yang membolehkan angkutan
: melewati jalan umum, sehingga materi muatan pasal tersebut sekarang telah
dilaksanakan sepenuhnya. Dan untuk permohonan yang diajukan oleh Pemohon
materi muatan perda yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-
~undangan yang lebih tinggi tersebut adalah tidak beralasan. Oleh karena itu
permohonan  Pemohon ini menurut penulis haruslah dinyatakan ditolak untuk
eluruhnya oleh MA.

a2 Kunci: Hak Uji Materiil, Peraturan Daerah, Mahkamah Agung

Indralaya, 2019
Pembimbing Utama Pembimbing Pembantu
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun
konsep negara hukum seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiggie dalam
bukunya Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, bahwasanya negara hukum
adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya.
Maksudnya segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau
penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh
hukum.!

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor: 11I/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan?, sumber tertinggi peraturan perundang-undangan di
Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan dasar dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya, karenanya semua
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus berpedoman dan tidak

boleh menyimpang, apalagi bertentangan dengan konstitusi. Agar terjaminnya

1Jimly Asshidiggie, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
him.1.

2 Lihat ketentuan Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor: I11/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.



keselarasan sistem hukum serta mencegah terjadinya penyimpangan terhadap
konstitusi, maka dalam hal ini konstitusi memberikan kewenangan untuk
mengendalikan hal tersebut. Pengendalian ini dilakukan dalam bentuk pengujian
peraturan perundang-undangan.

Terkhusus untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang ini dimuat sebagai hak konstitusional
melalui amandemen ke 111 UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 9 November
2001 tepatnya diatur dalam Pasal 24A ayat 1.2 Dasar kewenangan Mahkamah
Agung dapat melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang juga diatur dalam Pasal 11 ayat 2 huruf b
UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,* selanjutnya Pasal 31 ayat 2
UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung memberi ukuran atau alasan suatu
peraturan di bawah undang-undang dapat dibatalkan,® yaitu: 1] karena bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (aspek materil); atau 2]

pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (aspek formil).®

3 Lihat ketentuan Pasal 24A ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: Mahkamah Agung berwenang
mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang
terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

4 Lihat ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf b UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
yang berbunyi: Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang.

% Lihat ketentuan Pasal 31 ayat 2 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang
berbunyi: Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau
pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

® Yance Arizona. Kategori: Kajian Hukum “Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: Suatu
Tinjauan Normatif . Jakarta: 2007. him.2.



Untuk melaksanakan kewenangan pengujian peraturan perundang-
undangan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung
(Perma) No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materil yang sudah diganti dengan
Perma No. 1 Tahun 2004 dan diganti lagi dengan Perma No. 1 Tahun 2011.
Anehnya, Perma ini mempersempit kewenangan pengujian oleh Mahkamah Agung
yang oleh UUD dan UU diberi kewenangan menguji materil dan formil peraturan
perundang-undangan menjadi hanya melakukan pengujian materil terhadap materi
muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti Mahkamah Agung tidak
akan memeriksa atau menguji aspek formil penyusunan dan pembentukan peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk perda.’

Sebelumnya Pemerintah berdasarkan Pasal 37 ayat 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan  daerah, mempunyai kewenangan untuk
membatalkan perda. Total hingga Mei 2015, setidaknya, sebanyak 7.029 perda telah
dibatalkan. Pembatalan perda kembali dilakukan oleh Kemendagri pada Juni 2016,
dimana pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo membacakan sendiri 3.143
perda yang dibatalkan. Dari 3.000 lebih perda yang dibatalkan, 1.765 di antaranya

adalah perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta 100 Peraturan/Keputusan Menteri

" Yance Arizona. Kategori: Kajian Hukum “Disparitas Pengujian Peraturan Daerah: Suatu
Tinjauan Normatif . Jakarta: 2007. him.2.



Dalam Negeri dan yang dicabut/direvisi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri);
dan 1.267 perda Kabupaten/Kota yang dicabut/direvisi oleh gubernur.®

Namun, langkah Pemerintah kini terhenti untuk dapat kembali
membatalkan perda. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan dua
putusan yang mencabut wewenang Mendagri dan gubernur untuk membatalkan
peraturan daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, yakni Putusan Nomor
137/PUU-XI111/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-X1V/2016. Kedua Putusan MK
ini juga menghentikan polemik terhadap dualisme mekanisme pengujian perda,
yaitu: Pertama, perda dapat dibatalkan oleh pemerintah berdasarkan UU Pemda;
Kedua, perda juga dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) berdasarkan UUD
1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan dihapuskannya mekanisme
pembatalan perda oleh pemerintah, maka satu-satunya mekanisme pembatalan
perda saat ini harus dilakukan melalui uji materiil ke Mahkamah Agung.®

Uji materiil yang dimaksud adalah untuk menilai materi muatan peraturan
perundang-undangan dibawah UndangUndang terhadap peraturan perandang-
undangan yang lebih tinggi. Uji Materiil ini dilakukan atas dasar permohonan
keberatan yang diajukan oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang merasa

keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga

8 Leo Agustino, “Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Satu Analisis Singkat”, Jurnal llmu
Pemerintahan CosmoGov, Vol.3 No.1, April 2017. him.15.

® Pan Mohamad Faiz.dkk. Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah: Refleksi Pada Era Reformasi
“Perubahan Politik Hukum Pengujian Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”.
Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2018. him.93.



bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Artinya Mahkamah Agung tidak dapat serta merta melakukan uji materiil terhadap
suatu perda jika tidak ada permohonan keberatan terlebih dahulu, baik dari
kelompok masyarakat maupun perorangan.

Adapun yang menjadi sorotan penulis adalah ketika Gubernur Sumatera
Selatan (Gubernur Sumsel) mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun
2018 (selanjutnya disebut Pergub 74/2018) tentang pencabutan Peraturan Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (selanjutnya disebut Pergub 23/2012)
Tentang Tata Cara Pengangkutan Batubara melalui Jalan Umum, yang berimplikasi
pada pemberlakuan kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara (selanjutnya disebut Perda
Sumsel No. 5/2011) yang sempat tertunda pelaksanaannya hampir 8 tahun. Seiring
dengan itu, PT. Dizamatra Powerindo selaku perusahaan yang bergerak di bidang
usaha pertambangan mengajukan uji materiil terhadap Perda Sumsel No. 5/2011 ke
Mahkamah Agung. Pengajuan permohonan uji materiil tersebut didasari atas
dikeluarkannya Pergub 74/2018 yang berimplikasi pada pelarangan angkutan
batubara melintas di jalan umum.

Dikeluarkannya Pergub 74/2018 ini sebenarnya sebagai upaya Pemerintah
Daerah Sumatera Selatan dalam bentuk mengakomodir aspirasi masyarakat, yang
keberatan jika angkutan batu bara melewati jalan umum. Bentuk akomodir itu
adalah dengan memberlakukan lagi Perda Sumsel No. 5/2011 yang selama ini

pelaksanaannya tertunda. Dalam Perda Sumsel No. 5/2011 itu sebenarnya hanya



memberikan toleransi kepada angkutan batubara melewati jalan umum hanya dua
tahun saja, akan tetapi pada kenyataanya malah hampir 10 tahun.©

Gubernur Sumsel Bapak Herman Deru juga beralasan Pergub 74/2018 ini
dikeluarkan atas dasar menindaklanjuti kenyataan di lapangan bahwa banyaknya
keluhan atau keberatannya masyarakat atas jalan umum yang dilalui oleh angkutan
batubara. Hal ini disebabkan karena banyaknya jalan yang rusak disebabkan oleh
lebihnya muatan dan lebihnya jumlah kendaraan angkutan yang melintas. Hal ini
kadang-kadang yang tidak diperhatikan perusahaan. Mobil yang diizinkan untuk
lewat jalan umum hanya dua ratus mobil setiap hari, namun kenyataannya yang
lewat 600-800 mobil. Keberatan dan keluhan masyarakat itu juga karena banyaknya
debu, kotornya jalan, serta kecelakaan yang sering terjadi oleh karena angkutan
batubara yang melintas.

Menurut Balai Besar Pengelolaan Jalan Negara (BBPJN) Wilayah Il
Sumatera Bagian Selatan tercatat keseluruhan panjang kerusakan jalan yang
diakibatkan oleh truk angkutan batubara ini mencapai belasan kilometer.

Diantaranya ruas jalan perbatasan Musi Rawas dan Musi Banyuasin sepanjang 10

19 Siregar, Raja Adil. detikNews: Gubernur Sumsel Cabut Pergub Truk Batu Bara Lewat Jalan Umum,
[online] diakses dari: https://news.detik.com/berita/4291439/gubernur-sumsel-cabut-pergub-truk-batu-
pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 16.57 WIB.

1 QOlisa, Siti. Sebulan Dilantik, HD Pastikan Angkutan Batubara Tidak Melintas di Jalan Raya,
[online]  diakses  dari: http://palembang.tribunnews.com/2018/11/01/sebulan-dilantik-hd-pastikan-
angkutan-batubara-tidak-melintas-di-jalan-raya. pada hari minggu tanggal 13 januari 2019 Pukul 15.11
WIB.
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http://palembang.tribunnews.com/2018/11/01/sebulan-dilantik-hd-pastikan-angkutan-batubara-tidak-melintas-di-jalan-raya
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km, ruas Betung-Palembang sepanjang 4,6 km, Palembang-Indralaya 2,4 km dan
Lahat-Muara Enim sepanjang 1,5 km.*?

Menurut data dari Satuan Polisi Lalu Lintas Muara Enim, pada tahun 2009
terdapat 162 kasus lakalantas yang disebabkan oleh truk-truk yang melintas di
wilayah itu, tahun 2010 sejumlah 149 kasus, tahun 2011 sejumlah 37 kasus, tahun
2012 sejumlah 34 kasus, tahun 2013 sejumlah 26 kasus, tahun 2014 sejumlah 41
kasus dan terakhir pada tahun 2015 sejumlah 25 kasus. Korban mengalami luka
ringan, luka berat, dan sampai meninggal. Dapat dilihat dari jumlah kecelakaan lalu
lintas yang disebabkan oleh truk angkutan batubara ini menurut penulis sangat
mengkhawatirkan karena dinilai sangat merugikan, terutama menyangkut nyawa
seseorang.™®

Namun disisi yang lain ternyata, dengan dikeluarkannya Pergub 74/2018
ini juga membuat para pengusaha batubara merasa dirugikan. Para pengusaha
batubara ini beralasan dengan pemberlakuan Perda Sumsel No. 5/2011,
mempengaruhi penjualan batubara yang mengakibatkan antara lain, hilangnya
pendapatan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa

royalti atau iuran produksi.'* Kemudian dampak dari pelaksanaan perda dan pergub

12 M. Hidayat. Lima jalan negara di Sumatera Selatan rusak, tak ada kontraktor yang berminat.
[online] diakses dari: http://m.news.viva.co.id/lima-jalannegara-sumsel-rusak-tak-ada-kontraktor-
berminat. pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Pukul 14.56 WIB.

13 Aulia Nofrianti. “Studi Tingkat Kenyamanan Bertempat Tinggal Di Jalan Lintas Aktivitas
Angkutan Truk Batubara Muara Enim — Prabumulih Sumatera Selatan™, Skripsi Kearsipan Fakultas
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UPI, 2016, him. 3.

% putra, Aji YK. Kompas.com: "Truk Batubara Dilarang Melintas di Jalan Umum, Sumsel
Terancam Merugi Rp18,3 Triliun pertahun™, [online] Diakses dari: https://kompas.com/truk-batubara-
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tersebut adalah berubahnya fungsi jalan khusus menjadi seakan jalan umum.
Kemudian menyebabkan terkendalanya pemenuhan penyediaan batubara nasional
serta ekspor dan pelanggaran terhadap UU. Hal tersebut tentu terindikasi telah
terjadi pertentangan dengan aturan lebih tinggi.*

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon atas diberlakukannya Perda
Sumsel No. 5/2011, khususnya dalam Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 yang bertentangan
dengan:*®

1. Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 Undang-undang nomor 38 tahun 2004

tentang jalan;

Pemohon beralasan bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat 1 dan
ayat 2 Perda Sumsel No. 5/2011memuat materi yang mengatur
mengenai/pada Jalan Nasional (dalam hal ini pelarangan pengangkutan
batu bara), yang menurut Pemohon materi muatan pada Perda Sumsel
No. 5/2011 beserta peraturan pelaksananya tersebut bertentangan
dengan Undang-Undang Jalan karena telah menyerobot kewenangan

Pemerintah Pusat yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Jalan

dilarang-melintas-di-jalan-umum-sumsel-terancam-merugi-rp-183. pada hari Kamis tanggal 27
Desember 2018 Pukul 11.22 WIB.

15 EfenPermata. “Chairul Sarankan Masyarakat Gugat Pergub dan Perda Angkutan Batubara”.
[online] Diakses dari: https:// https://news.detik.com/chairul-sarankan-masyarakat-gugat-pergub-dan-
perda-angkutan-batubara pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Pukul 10.56 WIB.

16 Alasan-alasan Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Berlakunya
Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 dalam Permohonan Keberatan Uji Materil dengan nomor register
perkara: 73 P/HUM/2018.
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dan melampaui kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur
dalam Pasal 15 & Pasal 18 Undang-Undang Jalan.

2. Pasal 91 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan
mineral dan batubara.

Dalam alasan Pemohon dijelaskan bahwa, Undang-Undang
Minerba mengatur Pemegang IUP berhak memanfaatkan prasarana dan
sarana umum (termasuk jalan umum untuk pengangkutan batu bara),
sedangkan dalam Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Perda Sumsel No. 5/2011
Pemegang IUP dilarang mengunakan jalan umum keperluan
pertambangan (pengangkutan batu bara), maka Pemohon berpendapat
bahwa muatan materi dalam Pasal 52 ayat 1 dan ayat 2 Perda Sumsel
No. 5/2011 beserta peraturan pelaksananya tersebut bertentangan

dengan Pasal 91 Undang-Undang Minerba.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis menganggap
perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengkajian hukum hak uji
materil terhadap Perda Sumsel No. 5/2011 tersebut, maka penulis akan membahas
secara khusus masalah tersebut pada skripsi ini dengan judul “Kajian Hukum Hak
Uji Materil Terhadap Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun
2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan

Batubara”.
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B. Rumusan Masalah
Dari uraian permasalahan-permasalahan hukum yang sudah diuraikan diatas,
tentu akan dapat ditarik permasalahan yang harus dikaji lebih lanjut yakni sebagai

berikut:

1. Apakah Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tersebut telah
memenuhi syarat untuk dapat dibatalkan atau tidak?
2. Bagaimanakah kajian hukum hak uji materil terhadap Peraturan Daerah

Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan kali ini yang ingin dicapai ialah sebagai berikut:

A. Untuk mengetahui pemenuhan syarat pembatalan Peraturan Daerah
Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011; dan
B. Untuk mengetahui kajian hukum terkait hak uji materil terhadap Peraturan

Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2011.
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D. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan kali ini dibagi menjadi
dua bagian yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis.
1. Manfaat teoritis yang dimaksud dalam penulisan kali ini ialah sebagai berikut:
a. Mendistribusikan sebuah hasil penelitian ilmiah terhadap permasahan hukum
sebagai pengembangan keilmuan di bidang hukum khususnya bagi Hukum
Tata Negara; dan
b. Untuk menambah khasanah kajian ilmiah hukum dalam perkembangan

praktik ketatanegaraan di Indonesia.

2. Manfaat praktis dalam penulisan ini yakni sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Mahasiswa, yakni dapat menggunakan konsep pemikiran yang
tertuang dalam penulisan ini secara langsung dalam proses pembelajaran yang
berkenaan dengan konsep hak uji materiil terhadap peraturan daerah;

b. Manfaat bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,
yakni dapat menjadi sebuah rujukan dalam membuat suatu kebijakan yang
sesuai berdasarkan konsep hukum dan teori yang ada dalam tulisan kali ini
sebagai bentuk rekomendasi; dan

c. Menjadikan hasil dari pada tulisan kali ini sebagai rekomendasi untuk

Pemerintah dalam hal praktik ketatanegaraan di Indonesia.
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E. Ruang Lingkup Penelitian

Pemberlakuan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 5 tahun 2011
tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tersebut
secara yuridis sebetulnya tidak dapat disalahkan karena sudah diberikan atribusi
kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun, yang menjadi fokus
dalam permasalahan ini yaitu adanya para pengusaha batubara yang merasa
dirugikan dengan diberlakukannya perda tersebut, karena berimplikasi pada
pelarangan angkutan batubara melintas di jalan umum. Oleh karena itu PT.
Dizamatra Powerindo selaku perusahaan yang bergerak di bidang usaha
pertambangan mengajukan uji materil terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Batubara tersebut ke Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam penelitian kali ini penulis akan melakukan
kajian hukum terkait hak uji materil terhadap Peraturan Daerah Sumatera Selatan
Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral

dan batubara.
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F. Kerangka Teoritik
1. Teori Negara Hukum
Negara hukum adalah terjemahan dari istilah “rechtsstaat”.!’ Istilah lain
yang dikenal dalam literatur hukum Indonesia adalah the rule of law, yang juga
diterjemahkan dengan maksud “negara hukum”. Suatu negara dapat disebut
sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum seperti
yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, yang menyebutkan setidaknya

ada 4 ciri-ciri negara hukum, yaitu sebagai berikut:*8

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan

4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain apa yang dikemukakan oleh Julius Stahl, konsep negara hukum di
negara-negara Eropa Kontinental dikembangkan pula oleh Immanuel Kant,
Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya yang menggunakan istilah Jerman
“rechtsstaat”. Dalam tradisi Anglo-Saxon konsep negara hukum

pengembangannya dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah “the rule of law”.

17 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-
prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan
Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina lImu, 1987, him.30.

18 Oemar Seno Adji, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Jakarta: Simposium Ul, 1966.
him.24.
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A. V Dicey menyebutkan ada 3 unsur-unsur the rule of law, yaitu sebagai

berikut:

1. Supremacy of law.
2. Equality before the law.
3. Constitution based on human rights.®
Menurut Hadjon,? dua terminologi tersebut sebenarnya berasal dari latar
belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah Rechtsstaat merupakan pemikiran
untuk menentang absolutisme, yang bersifat revolusioner dan berdasar pada
sistem hukum kontinental yang disebut civil law. Sebaliknya, the rule of law
bersifat secara evolusioner, yang berdasae atas sistem hukum common law.?
Meskipun ada perbedaan latar belakang dari kemunculan istilah antara
rechtsstaat atau etat de droit dan the rule of law, namun harus diakui bahwa
kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam Penjelasan UUD 1945 disebut
dengan “negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)”, tidak dapat dilepaskan
dari pengaruh kedua paham tersebut. Paham negara hukum (rechtsstaat atau
the rule of law), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian)
kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya
bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan

bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

19 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004. him.34.
20 |bid., him. 72.
2L 1bid., him. 34.
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Profesor Utrecht mengemukakan pembedaan antara negara hukum formil
atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum
modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat
formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis.
Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum materiel yang lebih mutakhir
mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.?

Pembedaan ini ditujukan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi
negara hukum, keadilan tidak akan langsung terwujud secara substantif,
terutama karena aliran pikiran hukum formil dan aliran hukum materiel dapat
mempengaruhi orang-orang dalam mengartikan mengenai hukum itu sendiri.
Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit yang hanya sebatas dalam arti
peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang
dikembangkan juga akan bersifat sempit dan terbatas serta belum bisa
menjamin keadilan substantif. Oleh karenanya, dikembangkan pula istilah
negara hukum materiel untuk memastikan bahwa tercakup pengertian keadilan
yang lebih esensial dari hanya sekedar memfungsikan peraturan perundang-
undangan dalam arti sempit.

Dalam rangka menjamin penegakan hukum, tertib hukum, dan tujuan
hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting,

terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan

22 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962, him. 9.
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hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau
pembentukan hukum.? Termasuk didalamnya adalah pengujian yang dilakukan
oleh lembaga peradilan terhadap peraturan perundang-undangan yang

dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Teori Hierarki Norma

Menurut Kelsen norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan
berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang
lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.
Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang
lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak
dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu apa yang
disebut norma dasar (grundnorm). Sehingga, norma yang lebih rendah
memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi
suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah
kedudukannya, akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling
tinggi, disebut oleh Kelsen dengan Grundnorm (norma dasar), contoh norma

hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.?*

23 Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya
Bakti,1993.hIm. 4.
24 Jazim Hamidi, Teori Hukum Tata Negara, Jakarta: Salemba Humanika, 2012. him.25.
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Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh
Adolf Merkl dengan menggunakan teori das doppelte rech stanilitz, yaitu
norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum
itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan
Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma
yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku yang
relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum
yang diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut
atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau
terhapus pula.®

Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid
Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan theorie von
stufenfoau der rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:8
Norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm); Aturan dasar negara
(Staatsgrundgesetz); Undang-Undang formal (Formell Gesetz); dan Peraturan
pelaksanaan dan peraturan otonom (Verordnung En Autonome Satzung).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi

pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari

25 Maria Farida, llmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kanisius, 1998. him.25.

%A, Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang
Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita 1-Pelita IV, Disertasi Illmu Hukum Fakultas
Pascasarjdaftarana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. him.287.
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suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staatsfundamentalnorm adalah sebagai
syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih
dahulu dari konstitusi suatu negara.?’

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai
norma dasar (Grundnorm) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai
Staatsgrundnorm melainkan Staatsfundamentalnorm, atau norma fundamental
negara. Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma
tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.?®

Ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh suatu norma yang lebih
tinggi merupakan das sollen bagi pembentukan norma yang lebih rendah.
Dengan demikian, suatu norma hukum yang berkedudukan lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya yang

menjadi dasar atau sumber berlakunya norma itu.

7 A. Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang
Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita 1-Pelita IV, Disertasi Illmu Hukum Fakultas
Pascasarjdaftarana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990. him.287.

28 1bid.,

2 Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di
Indonesia 1945- 2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain Di Dunia, Bogor: Ghalia
Indonesia, 2004. him.41.
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3. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan
sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan
sesuatu. Kewenanangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan
oleh UndangUndang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut
Ateng Syafrudin®® ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan
wewenang, kewenangan (autority gezag) adalah apa yang disebut kekuasaan
formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh
Undang_Undang, sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya
mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam
kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden).®!
Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang
pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusa pemerintah
(bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan
memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan

oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat

%0 Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan
Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, him.22.

%1 1bid.
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hukum.®? Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud bahwa
wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan
dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum
publik dalam hukum publik.3

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering
ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering
disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering
dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan
kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya
berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan
pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled).3* Berdasarkan pengertian
tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum.
Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven
disebut sebagai “blote match”,*® sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan
hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni

wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu

32 Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung,
Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994,
hlm. 65.

33 Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan
Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: Alumni, 2004, him.4.

34 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar IImu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, him.
35-36.

35 Suwoto Mulyosudarmo, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu
Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga,
Jakarta, 1990, him. 30.
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kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan
yang diperkuat oleh negara.®

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.
Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan
yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal.
Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

1. hukum;

2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;

4. Kkejujuran;

5. kebijakbestarian; dan

6. kebajikan.®’

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara
dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga negara itu dapat
berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani
warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut

Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang

36 A. Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat
Indonesia, Jogjakarta: Kanisius, 1990, him. 52.

37 Rusadi Kantaprawira, “Hukum dan Kekuasaan”, Makalah, Universitas Islam Indonesia,
Jogjakarta, 1998, him. 37-38.
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manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain
sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan
dari orang atau negara.*

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ
sehingga negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een
ambten complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang
mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-
kewajiban.®® Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek
politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum
semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat
bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau
perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas,
penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian
yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan
kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang
adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum)
yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk

melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

38 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, him.35.
3 Rusadi Kantaprawira, “Hukum dan Kekuasaan”, Makalah, Universitas Islam Indonesia,
Jogjakarta, 1998, him. 39.
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Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan
merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap
penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum
terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.*°

Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi,
delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui
pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan
delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan
wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi
pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi
mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat,
pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama
mandator (pemberi mandat).

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang
diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh
suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak

diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan

40 Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa
Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, Jakarta: Sinar Mulia, 2002,

him.65.
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kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan
memberikan kepada organ yang berkompeten.

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi
dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga
delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan
tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu
pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan
kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau
mengambil suatu tindakan atas namanya.

Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada
atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada
delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat
didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi
bahwa peraturan hukum menentukan menganai kemungkinan delegasi tersebut.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 4*

a. delegasi harus definitif, artinya delegasn tidak dapat lagi menggunakan

sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

41 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang
Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan
Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina IImu, 1987. him. 5.
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b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya
delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan
untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian tidak

diperkenankan adanya delegasi;

G. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Dalam penulisan kali ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif
yang mana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang
berasal dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.*? Berpijak
dari pada penelitian hukum normatif ini sendiri, penulis akan melakukan
penelitian terhadap sistematika hukum maupun penelitian terhadap taraf
sinkronisasi.*®
Adapun yang dimaksud dengan penelitian terhadap sistematika hukum itu
dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum
tertulis.** Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, yang menjadi objek

penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron

42 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta: Rajawali Pers, 2011. him. 13-14.

43 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. him.86-94.

4 Ibid., him.93.
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atau serasi satu sama lainnya. Sehubungan dengan ini, penulis hanya melakukan
sinkronisasi hukum secara vertikal:* Secara vertikal disini digunakan untuk
melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap
bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain atau

menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan
Skripsi kali ini yaitu tiga pendekatan sebagai berikut :
I. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

Dalam hal ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang-
undangan (statute approach), yang mana dalam metode pendekatan
perundang-undangan ini sendiri akan berkaitan dengan hierarki dan asas-asas
dalam peraturan perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan yang dimaksud kali ini ialah penulis
akan mengkaji dan memahami asas lex superior derogat legi inferiori.
Menurut asas ini, apabila ada peraturan yang lebih rendah bertentangan
dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah

hierarkisnya tersebut harus dikesampingkan.®® Dalam kaitannya dengan

45 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. him.94.
46 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum “edisi revisi ”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
him. 139.
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penulisan skripsi ini penulis akan mengkaji tentang aturan yang lebih rendah
yang dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, seperti halnya
dalam peneletian ini adalah Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2011 tentang
pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang
dianggap bertentangan dengan Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang
jalan, Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas, dan Undang-

undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Il. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Dalam menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara
menelaah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dihadapi dan
telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang
tetap. Yang menjadi kajian pokoknya adalah pertimbangan-pertimbangan

pengadilan untuk sampai kepada putusan.*’

47 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum “edisi revisi”, Jakarta : Prenadamedia Group,
2016. him. 134.
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I1l. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Dalam penulisan Skripsi kali ini, penulis juga akan menggunakan
pendekatan perbandingan (comparative approach), yaitu dengan mengadakan
studi perbandingan hukum. Dalam penelitian ini penulis akan
membandingkan putusan pengadilan untuk masalah yang sama yaitu terkait

dengan hak uji materil peraturan daerah.*8

3. Bahan Hukum
Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan kali ini ialah terdiri
dari tiga (3) bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier.*°
a. Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan Hukum yang menjadi sumber utama dalam penelitian
untuk itu bersifat mengikat. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum
primer terdiri dari :
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945; dan

48 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum “edisi revisi”, Jakarta : Prenadamedia Group,
2016. him. 173.

4 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali
Pers, 2012. him. 118-119.
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3. Peraturan Perundang-undangan :

a)

b)

d)

f)
9)
h)

)

K)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman; jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; jo. Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral
Dan Batubara;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Pertambangan Batubara;
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[) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang
Tata Cara Pengangkutan Batubara melalui Jalan Umum;

m) Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2018 tentang pencabutan
Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang
Tata Cara Pengangkutan Batubara melalui Jalan Umum; dan

n) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji
Materil jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Hak Uji Materil.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang mempunyai fungsi untuk menambah/
memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa Studi kepustakaan
meliputi juga bahan-bahan hukum sekunder yakni literatur hukum, buku-buku

hukum, dan jurnal-jurnal hukum.*

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan baham Hukum yang mempunyai

fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

50 peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum “edisi revisi”, Jakarta: Prenadamedia Group,
2016. him. 195-196.
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hukum sekunder. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum/bahasa,

hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian hukum Kkali ini, penulis akan mengunakan studi
kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, vyaitu dengan

mengumpulkan bahan-bahan yang berbentuk tertulis yang disebut bahan hukum.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi kali ini, penulis akan melakukan pengolahan dan
analisis bahan penelitian hukum normatif yang mana akan tergantung pada bahan
hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier, maka dari itu
penulis menyadari bahwasanya dalam melakukan pengolahan dan analisis bahan
hukum tersebut tentu tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang
dikenal dalam ilmu hukum.®* Sehubungan dengan itu, penulis akan mencoba
menggunakan penafsiran (interpretation) hermeneutic, maksud dari pada
pengertian penafsiran hermeneutic adalah sebagai proses mengubah sesuatu atau
situasi ketidaktahuan kemudian menjadi mengerti.5? Penulis akan menggunakan

metode hermeneutic seperti misalnya penafsiran gramatikal dan penafsiran

51 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers,
2012. him.163.
52 E. Sumaryono, Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 1993. him.24.
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ekstensif atau penafsiran memperluas. Oleh karena itu, penulis akan berupaya
untuk menjelaskan permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan kali ini
menggunakan metode-metode yang nantinya akan mudah dipahami oleh

pembaca.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Adapun teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam hal
memberikan tujuan akhir dalam penulisan kali ini yang merupakan hasil akhir
dari penelitian, yakni metode penarikan kesimpulan yang dilakukan secara
deduktif yaitu suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari premis yang
bersifat umum ke premis yang bersifat khusus yang untuk selanjutnya dari
beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi kepada pihak-pihak
yang berkepentingan.>® Dengan demikian, kesimpulan ini akan menjadi sebuah
jawaban atas permasalahan hukum atau pertanyaan dalam penelitian yang
dikemukakan secara singkat dan padat tentang tentang kebenaran dalam

penelitian kali ini.

53 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008.
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